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PUTUSAN
Nomor 3080/Pdt.G/2024/PA.Pwd
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam
sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat

antara .

Penggugat, NIK 3315174104010003, tempat dan tanggal lahir
Grobogan, 01 April 2001, agama Islam, pendidikan
SLTP, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal di
Kabupaten Grobogan, dengan domisili elektronik pada
alamat  email fw6532249@gmail.com, sebagai

Penggugat;
melawan

Tergugat, NIK 3315161005870001, tempat dan tanggal lahir Grobogan,

10 Mei 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten
Grobogan,sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 November

2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi, Nomor

3080/Pdt.G/2024/PA.Pwd, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2022, Penggugat dengan

Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Grobogan, sebagaimana ternyata

pada kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 25 September 2022;
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2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighot ta'lik
talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana
tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut ;

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Grobogan
selama 8 bulan (hingga bulan Mei 2023);

4, Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'daddukhul)
namun belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak Mei tahun 2023,
ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan
tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat pamit pergi untuk bekerja,
akan tetapi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan justru
Tergugat pulang ke rumah Tergugat sendiri dengan alamat sebagaiamna
tersebut diatas yang hingga sekarang telah berjalan selama 1 tahun 6
bulan;

6. Bahwa sejak berpisah Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada
Penggugat dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat
digunakan sebagai pengganti nafkah dengan demikian Tergugat telah
melanggar Sighat ta'lik talak angka 2 dan 4, Penggugat tidak ridha dan
mengadukan halnya ke Pengadilan Agama ;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas,
Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan
Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mengajukan
gugat cerai dengan alasan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak
angka 2 dan 4, sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi
Hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar iwadl sebesar Rp.10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) dan semua biaya yang timbul atas perkara ini;

10. Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, maka Gugatan
Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, oleh karena itu Penggugat

mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang
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menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cg. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
1. PRIMAIR :
2. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
3. Menetapkan jatuh talak satu khuli Tergugat (Tergugat) atas diri
Penggugat (Penggugat) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu
rupiah) ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah
datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat panggilan
( relaas) Nomor 3080/Pdt.G/2024/PA.Pwd yang dibacakan di persidangan,
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata
ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka
perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk
berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada
dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum
kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak

dapat didengarkan;
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Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:
Bukti Surat
1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, fotokopi
tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen,dan telah dicocokkan
dengan aslinya ternyata sessuai dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat No :
XXXX tanggal 25 September 2022, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kabupaten Grobogan, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan
telah dinazzegelen,dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai
dengan aslinya diberi tanda P.2 ;
Bukti Saksi.
Saksi | : Saksi |, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan
Petani, bertempat tinggal di Kab. Demak di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugatkarena saksi
adalah Kakak kandung Penggugat ;
e  Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah,dan sudah
pernah hidup rukun,namun tidak dikaruniai anak ;
. Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Mei tahun 2023, ketentraman
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis
lagi disebabkan karena Tergugat pamit pergi untuk bekerja, akan tetapi tidak
pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan justru Tergugat pulang
ke rumah Tergugat sendiri dengan alamat sebagaiamna tersebut diatas yang
hingga sekarang telah berjalan selama 1 tahun 6 bulan;
«  Bahwa selama pisah rumah tersebut,Tergugat tidak pernah memberikan
nafkah wajib kepada Penggugat ;
. Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara
menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak
berhasil;
Saksi Il : Saksi Il, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Petani, bertempat tinggal di Kab.Grobogan di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
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. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,karena saksi
adalah saudara sepupu Penggugat ;
e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah,dan sudah
pernah hidup rukun, namun tidak dikaruniai anak ;
. Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Mei tahun 2023, ketentraman
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis
lagi disebabkan karena Tergugat pamit pergi untuk bekerja, akan tetapi tidak
pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan justru Tergugat pulang
ke rumah Tergugat sendiri dengan alamat sebagaiamna tersebut diatas yang
hingga sekarang telah berjalan selama 1 tahun 6 bulan;
« Bahwa selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan
nafkah wajib kepada Penggugat ;
. Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara
menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak
berhasil;
Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;
Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari isi putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara
resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh
karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus
diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan
dalil dalam kitab Ahkamul Qur’an Juz Il halaman 405, yang selanjutnya diambil
alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim, yakni:

3 Y 3 ot ol bl S o S ) 2
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Artinya : “Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) tidak
datang, ia dipandang sebagai orang yang zalim dan gugurlah
haknya. “«;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat
dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, sebagaimana ketentuan
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati
Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat
sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi
upaya tersebut tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan
rukun namun sejak Mei tahun 2023 mulai tidak harmonis karena tergugat pamit
pergi untuk bekerja,akan tetapi tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada
Penggugat dan justru Tergugat pulang ke rumah Tergugat sendiri hingga

sekarang selama 1 tahun 6 bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan
Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, Penggugat telah

mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;
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Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang
diberi tanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan
Akta Nikah) dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai
dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sebagaimana diatur
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang
Bea Meterai, relevan dengan pokok perkara, sehingga telah memenuhi
persyaratan formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan
mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdata, maka Majelis
Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat
bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan yang menjadi yurisdiksi Pengadilan
Agama Purwodadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat
dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada
tanggal 25 September 2022 tercatat di KUA Kecamatan Gubug Kabupaten
Grobogan Jawa tengah dan Tergugat mengucapkan shighat ta'liq talak setelah
melakukan akad nikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2
(dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah
sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara,;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing
telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak
boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga
telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147
HIR. jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah
fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu
dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal
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170, 171, 172 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;
Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan yang menjadi
yurisdiksi Pengadilan Agama Purwodadi ;
2. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada
tanggal 25 September 2022 dan selama menikah belum dikaruniai anak ;
3. Tergugat mengucapkan shighat ta’liq talak setelah akad nikah dengan
Penggugat ;
4. Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 6 bulan
bertutur -turut ;
5. Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak
berhasil;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim
akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan yang
diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang
dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomaor
50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi
absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat
bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Grobogan, maka
berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132
Kompilasi Hukum Islam, perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi
Pengadilan Agama Purwodadi untuk memeriksanya;

Pertimbangan Legal Standing
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Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat dan
Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, kemudian Penggugat
mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus
karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki legal standing karena
merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara a quo
(persona standi in judicio);

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan
dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya
jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon
supaya perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka
Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
ketuhanan Yang Maha Esa." Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu
unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan batin yang kuat di
antara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya
perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan
pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa
paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga
dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang
sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah
dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga sudah tidak dapat

dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan perceraian, maka perceraian itu
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harus berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan
oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa shighat ta'liq talak adalah salah satu upaya untuk
melindungi hak-hak istri sekaligus janji setia dan mengingatkan kewajiban
suami, sehingga apabila suami melanggarnya dan istri tidak ridha maka istri
diperkenankan untuk mengadukan halnya tersebut ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang istri telah
mengadukan suaminya (Tergugat) ke Pengadilan Agama mengenai perbuatan
Tergugat, yakni Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 6
bulan secara berturut — turut,yang dinilai telah melanggar janji dalam shighat
ta'liq talak yang diucapkan oleh Tergugat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim
berpendapat bahwa apa yang diadukan oleh Penggugat telah terbukti dan
dapat diterima serta memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam
Kitab Syarqowi “alat Tahrir Juz Il halaman 302;

Lilll gatin Yas gy 8y Aaa B 3le o

Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka
jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut”;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas telah
merupakan cukup bukti Tergugat telah melanggar shighat ta'liq talak nomor 2
dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah dan Penggugat telah menyatakan
tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah
membayar iwadl sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dengan
demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat telah
terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa telah terbukti Tergugat
melanggar shighat ta'liq talak yang telah ia ucapkan, dengan demikian alasan
perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud
ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal
116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan
talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan
dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak
satu ba’'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan
Agama Sukoharjo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud
Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun
dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi
keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena
perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa tunggu
atau idah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 153 ayat
(2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa tunggu atau idah yang dimaksud
ditetapkan tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum angka 3 mengenai biaya perkara, karena
perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal
89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
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4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat ( Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu
rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 347.000,00 ( Tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah ) ;
Penutup
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari
Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09
Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis, Hakim Anggota, dan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan
dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Panitera Sidang, serta dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ketua Majelis

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Hakim Anggota Hakim Anggota

Panitera Sidang,

Panitera Sidang
Perincian biaya:

. Pendaftaran : Rp 30.000,00

. Proses ‘Rp 75.000,00

. Penggandaan :Rp 42.000,00

. Panggilan :Rp 60.000,00

. PNBP Panggilan :Rp 20.000,00
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. Sumpah : Rp 100.000,00
. Redaksi :Rp 10.000,00
o Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 347.000,00
( Tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
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